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NOMOR 5 TAHUN 2014 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPDMJ) KOTA MAKASSAR 
TAHUN 2014- 2019 
ABSTRAK :                  a. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi visi dan misi serta 

program kerja walikota dan wakil walikota makassar tahun 2014-2019, 
disusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dengan 
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi, kondisi 
lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya; 
bahwa uhntuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan 
Ketentuan pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, 
Tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada 
point 1 dan point 2 perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014-2019. 
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